KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

DIREETORAT JENDERAL PAJAK
SALINAN

PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK

NOMOR PER- 02 /PJ/2019
TENTANG

TATA CARA PENYAMPAIAN, PENERIMAAN, DAN PENGOLAHAN

Menimbang

SURAT PEMBERITAHUAN

DIRERKTUR JENDERAL PAJAK,

bahwa ketentuan mengenai tata cara penerimaan
dan pengolahan Surat Pemberitabuan Tahunan
telah diatur dalam Peraturan Direktur Jenderal
Pajak Momor PER-01/PJ/2016 tentang Tata Cara
Penerimaan dan Pengolahan Surat Pembentahuan
Tahunar;

bahwa ketentuan mengenai tata cara penyampaian
Surat Pemberitahuan dalam bentuk dokumen
eleletronik telah diatur dalam Peraturan Direkiur
Jenderal Pajak Nomor PER-01/PJ/2017 tenteng
Penyampaian Surat Pemberitahuan Elektronilk;
bahwea untul meningkatkan efektivitas dan efisiensi
penerimaan dan pengolahan Surat Pemberitahuan
serta memberikan kepastian hukum kepada Wajib
Pajak sehubungan dengan penyampeian Surat
Pemberitahuan, peraturan sebagaimena dimaksud
dalam huruf a dan huruf b perlu dilakukan
nenyesuaian;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huraf a, huruf b, dan huraf ¢, serta
untuk melaksanakan Pasal 26 Peraturan Menteri
Keuangan Nomor 243/PMK.03/2014 tentang Surat
Pemberitahuan [SP1) sebagaimana teclah diubah
dengan Peraturan Menteri Kruangan
Nomor  O/PMK.03/2018, perlu menetapkan
Peraturan Direktur Jenderal Pajak tentang Tata Cara
Penvarmpaian, Penerimaan, dan Pengolahan Surat
Pemberitahuan;



Mengingat

1.

Undang-undang Nomor & Tahun 1983 tentang
Ketentuen Umum dan Tata Cara Perpajakan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983
Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3262) sebagaimana telah beberapa
kali diubah terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 16 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2009 Nomor 62, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomaor 4959);
Undang-undang Nomor 7 Tahun 1883 tentang Pajak
Penghasilan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1983 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3263) sebagaimana telah
beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 36 Tahun 2008 (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2008 Nomoer 133,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4893);

Undang-undang Nomer 8 Tahun 1983 tentang Pajak
Pertamnbahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak
Penjualan atas Barang Mewah (Lembaran Negara
Repuhlilt Indenesia Tahunm 1983 Nomor 5,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3264) sebagaimana telah beberapa lkali
diubah teralkhir dengan Undang-undang Nomor 42
Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2009 Nomor 150; Tambahsn Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5069);

Peratiran Pemerintah Nomor 74 Tahun 2011
tentang Tata Cara Pelaksanaan Hak dan Pemenuban
Kewajiban Perpajakan (Lembaran Negara Republilke
Indonesia tahun 2011 nomoer 162);

Peraturan Menteri Keuangan Nomor
243/PMK.03/2014 tentang Surat Pemberitahuan
tentang Surat Pemberitahuan (SPT) (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 174)



Menetapkan :

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri
Keuangan Nomor 9/PMK.03/2018 (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 180);

MEMUTUSKAN:
PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK TENTANG TATA

CARA PENYAMPAIAN, PENERIMAAN, DAN PENGOLAHAN
SURAT FEMBERITAHUAN.

BAB [
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Direktur Jenderal ini, vang dimaksud
dengan:

1.

Wejib Pajek adalah orang pribadi  atau  badan,
meliputi pembayar pejak, pemotong pajak, dan
pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban
perpajekan  sesuai  dengan  ketentuan  peraturan
perundang-undangan perpajakan.

Pengusaha Kena Pajak vang selanjutnya disebut dengan
PKP adalah pengusaha yang melaltukan penyerahan
Barang Kena Pajak dan/atau penyerahan Jasa Kena
Pajak yang dikenal pajek berdasarkan Undang-lUndang
FPN Tahun 1984 dan perubahanmy=s.

3. Pemungut Pajak Pertambahan Nilai yang selanjutnya

disebut dengan Pemungut PPN adalah bendahara
pemerintah, badan, atau instansi pemerintah  yang
ditunjuk oleh Menteri Keuangan untul memungut,
menyetar, dan melaporkan pajak yang terutang oleh
Pengusaha Kena Pajak atas penyerahen Barang Kena
Pajak dan/atau penyerahan Jasa Kena Pajak kepada
bendahara pemerintsh, badan, atau instansi pemerintah

tersebnat.

4. Surat Pemberitahuan vang sclanjumya disebut SFT

adalah surst yang oleh Wajib Pajak digunakan
untuk melaporkan penghitungan dan/atau pembayaran
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pajak, objek pejak danfatau bukan  objek
pajali, dan/atau harta dan lkewsjiban sesusi dengan
kketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.
Sural Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan yang
selanjutnya disebut SPT Tahunan PPh adalah SPT PPh
untuk suatu Tahun Pajak atau Bagian Tahun Pajak, yang
meliputi 3PT Tabhunan Orang Pribadi dan SPT Tahunean
Badan.

SPT Masa adalah Swurat Pembentahuan untuk suata
Masa Pajak.

SPT Pembetulan adalah SPT yang disampailkan Wajib
Pajak dalam rangka membehilkan 3PT wvang telsh
disampaikan sebelumnya,

e-Filing adalah cara penyampaian 3Pl melahi saluran
tertentu yang ditetapkan Direktur Jenderal Pajalc.

SPT e-Fiing adalah SPT dalam bentuk dokumen
elektronik yvang disampaikan Wajib Pajak melalui e-Filing.
Tempat Pelayanan Terpadu veng selanjumnya disebut TPT
adalah tempatl pelayanan perpsjakan yang terintegrasi
pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) termasuk Kantor
Pelayanan, Penyuluhan, dan Xonsultasl Perpajalan
(KP2KP].

Lavanan Pgjak di Luar Kantor adalah tempat
pelaksanaan sebagian tugas pelayanan perpajakan
berupa penyuluhan, pelayanan, den  konsultasi
perpajakan bagl masyarakat atau Wajib Pajak dalam
melaksanalan pemenuhan hak dan  kewajiban
perpajakan yang bertempat di lokasi atau deerah tertentu
dalam wilayah kerja Kantor Pelayanan Pajak atau Kantor
Pelayanan, Penyuluhan, dan Konsultasi Perpajakan yang
dilaksanakan di luar kantor bailk secara manual maapun
menggunakan sistem informasi Direktorat Jenderal
Pajale.

Penyalur SPT Elektronik adalah pihak yang ditunjuk cleh
Direlctur Jenderal Pajak untuk menyalurkan SFT dalam
bentuk dokumen elektronik ke Dircktorat Jenderal Pajak
melalui laman Penyalur SPT Elektronik.
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Perusahasn jasa eckspedisi atau jasa kurir adalah
perusahaan  yeng berbentuk badan  hukum yang
memberikan jasa pengirimen surat jenis tertentu
termasuk pengiriman SPT ke Direktorat Jenderal Pajak,
Penelitian dalam Penerimasn SPT yang selanjutnya
disebut Penelitian S3PT adalah seranghkaian kegiatan vang
dilakulkean untuk menila kelengkapan pengisian SPT dan
lampiran-lampirannya.

Pengolahan SPT  adalah seranglksian kegiatan yang
meliputi validasi datla, perckaman, dan pengemasan SPT,
Perekaman SPT adalah seranghaian keglatan yang
dilakukan untuk memasukkan semua unsur SPT ke
dalam basis data perpajakan dengan cara antara lain
merekam. mengunggah (upload), dan/atau memindal
{scan).

Unit Pengolahen Data dan Dokumen Perpajakan yang
selanjutnya disebut UPDDP adalah unit pelaksana tekmnis
yang melaksanakan fungsi pengolahan data dan
dokumen perpajekan, meliputi Pusat Pengolahan Data
dan Dokumen Perpajakan (PPDDP] serta Kantor
Pengolahan Data dan Dokumen Perpajakan (KFDDF).

BAB I
KEWAJIBAN WAJIB PAJAK

Pasal 2

Setiap Wajib Pajak wajib mengisi SFT dengan benar,
lengkap, dan jelas, dalam bahasa Indonesia dengan
menggunalan huruf Latin, angka Arab, satusan mata
uaAng Rupiah, dan menandatangani SErta
menyampaikannya ke KPP, atau tempat lain yang
ditetapkan cleh Direktur Jenderal Pajalk.

Wajib  Pajale badan  yang diizinkan  untuk
menyelenggarakan pembukuan dengan menggunakan
bahasa Inggris dan satuan mata uang Dollar Amerika
Serikat, wajib menyampaikan SPT PPh Wajib Pajak badan
beserta lampirannys dalam bahasa Indenesia kecuali
lampiran berups laporan keuangan, dan menggunakan
satuan mata uang Dollar Amerika Serikat.



BABR T
JENIS AN BENTUK EPT, SERTA EEWAJIBAN PENYAMPAIAN
SPT DALAM BENTUK DOKUMEN ELEEKTRONIK

Bagian Kesana
Jenis dan Bentuk SPT

Pasal 3
(1) BPFT meliputi:
a. BPT Masa, yang terdiri da=i:
1. SPT Masa PPh;
2. SPT Masa PPN; dan
3. BPT Masa PPN bagi Pemungut PPN,
dan
b. SPT Tahunan PPh, yvang terdiri dari:
1. SPT Tahunan PPh untuk satu Tehun Pajak; dan
2,  8PT Tahunan PPh untuk Bagian Tahun Pajak.
(2] SPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berbentuilk:
a. dokumen clektronik; atan
b. formulir kertas [herdcopy).

Bagian Kedua
Kewajiban Penyampaian SFT Dalam Bentuk Dokumen
Elelktronik

Pasal &
(1] SPT Masa wajib disampaikan dalam bentuk dokumen
clektronik oleh Wajib Pajak vang:

a. terdaftar di KPP Madya, KPP di lingllungan Eantor
Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jakarta Khusus,
dan KPP di lingkungan Kantor Wilayah Direktorat
Jenderal Pajale Wajib Pajak Besar; dan/atau

b. sudah permah menyampaikan SPT Masa dalam
bentuk dokumen elektronik.
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SPT Masa PPh Pasal 21 dan/atau Pasal 26 dalam bentule
dokumen elelctronik wajib digunakan oleh pemotong
pagak, sepanjang pemotong pajak dimaksud memenuhi
leriteria sebagai berikut:

= B

melakuksn pemnotongan PPh Pasal 21 dan/atau
Pasal 26 terhadep pegawni tetap den penerima
pensiun atan tunjangan harn tua/jaminan hari tua
borkala dan/fatan terhadap aparatur sipill negarsa,
anggota Tentara Masional Indonesia/Polisi Republik
Indonesia, pejabat negara dan pensiunannya yvang
jumlahnya lebih dari 20 (dua puluh) orang
dalam 1 (satu) Masa Pajak;

melalukan pemotongan FPh Pasal 21 (Tidak Final)
danfatau Pesal 26 =selain pemotongan FFPh
sebagrimana dimaksud dalam huruf a dengan bukt
pemotongan yang jumlahnya lebih dar 20 (dua
pulub) dokumen dalam 1 (satu] Masa Pajak;
melakukan pemotongan PPh Pasal 21 (Final) dengan
bukt pemotongan yvang jumlahnya lebih dari 20 (dua
puluh) dekumen dalam 1 (satu) Masa Pajak;
dan;/atan

melakukan penyetoran pajak dengen Surat Setoran
Pajak atau sarana administrasi lain  yang
kedudukannya disamakan dengen Surat Setoran
Pajak yang jumlahnya lebih dari 20 (dua puluh)
dokumen dalam 1 (satu} Masa Pajak.

SPT Masa PPh Pasal 23 dan/atau Pasal 26 dalam bentuk
dokumen elektronik wajib digunakan oleh pemotong
pajak, scpanjang pemotong pajek dimaksud memenuhi
kriteria sebagai berikut:

E.

menerbitkan lebih dari 20 (dua puluh] bukt
pemctongan PPh Pasal 23 dan/atan Pasal 26
dalam 1 (satu) Masa Pajak; dan/atau

jumlah penghasilan bruto yang metijadi dasar
pengenaan FPh lebih dari Rp 100.000.000,00
(seratus juta rupiah) dalam satu bulcti pemotongan.
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SPT Masa PPN wajib disampaikan setiap Pengusaha Kena

Pajak dalam bentuk deolumen elektronik.

SPT Masa PPN bagi pemungut PPN wajib disampaikan

dalam bentuk dokumen elektronik vleh setiap pemungut

PPN, selain:

A. Bendahara Pemerintah Pusat;

k. Bendahara Pemerintah Daerah; dan

€. Kepzla Urusan Keuangan,

vang belum memenuhi kewajiban penyampaian SPT

dalam  hentuk dokumen elektronik sebagaimana

dimaksud pada ayat (1].

SPT Tahunan wajib disampaikan dalam bentulk doltumen

elektronik oleh Wajib Pajek yang:

a. terdaftar di KPP Madya, KPP di lingkungan Kantor
Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jakarta Khusus,
dan KPP di lingkunpan Kantor Wilayah Direktorat
Jenderal Pajek Wajib Pajak Besar;

b. sudah pernah menyampailkan SPT Tahunan dalam
bentuk dokumen elektronik;

c. diwajibkan menyampaikan SPT Masa Pajak
Penghasilan Pasal 21 dalam bentuk deokumen
elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan
avet (2);

d. diwejibkan menyampaikan SPT Masa PPh Pasal 23
dan/atau PPh Pasal 26 dalam bentuk dolamen
elektranile sebagaimana dimsksud pada ayat (1) dan
ayat (3};

c. diwajibkan menyampaikan SPT Masa Pajalk
Pertambahan Nilai delam  bentuk dokumen
elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
ayat (4], dan ayat (3);

f. menpgunakan jasa konsultan  pejak  dalam
pemenithan kewajiban pengisian SPT Tahunan Pajak
Penghasilan; dan/atau

g. laporan keuangannys diaudit oleh Alountan Publik.



(7) Wajib Pajak yang tidak memenulu ketentuan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3],
ayat (4], ayat (5], atau ayat (6] dapat menyampaikan SPT
dalam bentuk formulir kertas (hardeopy).

Pagal 5
Penyampaian SPT dalam bentuk dokumen elektronik
mengikuti tata cara sebagaimana tercantum dalam Lempiran I

yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan
Direktur Jenderal ini,

BAB IV
TATA CARA PENYAMPAIAN SPT

Pasal 6
Penyampaian SPT olech Wajib Pajak sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 3 ayat (1) dapat dilakukan melalui:
a. e-Filing,
b. caralangsung;
c. pos dengan buktl pengiriman suarat; atau
perusahaan jasa ekspedisi atau jasa kurir dengan bukti
pengiriman surat.

Pasal 7
(1] Saluren e-Fiing sebagaimana dimaksud dalam Pasal &
huruf a meliputi:

a. laman Direktorat Jenderal Pajak;

b. laman penyalur SPT Elektronil
caluran suars digital vang ditetapkan oleh Direltur
Jenderal Pajak untuk Wajib Pajak tertentiy,

d. jeringan komunikasi data yang terhubung kbusus
antara Dirckrorat Jenderal Pajak dengan Wajib
Pajak; dan

e.  saluran lain yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal
Pajalk.
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Penyampaian SPT melahu sahiran e-Filing scbagaimana
dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dalam jangka
waktu 24 [dua puluh empat) jam sehari dan 7 (tujuh) hari
seminggu dengan standar Waktu Indonesia Barat.

Pasal 8
SPT Tahunan Badan wajib disampaikan melalui e-Filing
bagi Wajib Pajak vang terdaftar di KPP Madya, KPP di
linglungan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak
Jakarta Khusus, dan KPP di lingkungan Kantor Wilayah
Direktorat Jenderal Pajak Wajib Pajak Besar.
3PT Masa PPh Pasal 21 dan/atau PPh Pasal 26 wajib
disampaikan melalui e-Filing bagi Wajib Pajak Badan
vang diwajibkan untuk menyampaikan SPT Masa PPh
Pasa! 21 dan/atan PPh Pasal 26 dalam bentuk dokumen
elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1)
dan ayat (2).
SPT Masa PPN wajib disampaikan melalui e-Filing bag
Pengusaha Kena Pajak yang diwajibkan untuk
menyampaikan SPT Masa PPN dalam bentuk dokumen
elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1),
ayat (4], dan ayat [5).
Wajib Pajak wang tidak memenuhi ketentuan
schagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), atau ayat
[3), dapat menyampaikan SPT dengan cara sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 6 huruf b, huruf ¢, atau huruf d.

Pasal 9
Penyampaian SPT secara langsung sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 6 huruf b wajib dilakukan di:
a. TPT tempat Wajib Pajak Terdaftar; atau
b. tempat lain berupa Layanan Pajak di Luar Kantor
vang disediakan KPP atau KP2ZKP tempat Wanb
Pajak terdaftar,
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Dikecualikan dari kewsjiban sebagaimana dimaksud
pada ayat (1], bagi Wajib Pajak vang menyampeilcan SPT
Tehunan 17708 atau SPT Tehunan 177058 vang
memenuhi kriteria sebagai berikut:

SFT dengan status Nihil atau Kurang Bayar;

bukan merupakan SPT Pembetulan;

disampaikan dalam bentuk formulir kertas: dan
disampaiken sempai dengan batas akhir pelaporan
SPT Tahunan,

dapat menyampailcan SPT tersebut ke TPT atau Layanan
Pajak di Luar Kantor selain tempat Wajib Pajak terdaftar,

po TP

Pasal 10

Penyampaian SPT melalui:

a pos dengan bukbt penginman surat sebagaimana
dimaksud dalam Pasal & humf ¢; atau

b. jasa ekspedisi atau jasa kurir dengan bukd
pengiriman surat sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 6 huruf d,

disampaikan ke KPP tempat Waiib Pajak terdaftar atau

tempat lain  yang  ditetapkan oleh  Direktur

Jenderal Pajak.

Atas penyampaian SPT scbagaimana dimaksud pada

ayat {1}, Wajib Pajak:

a. harus menyampaikan satu SPT delam satu amplop
tertutup dengan satu tanda bukt pengiriman suraf;

b. membubuhi informasi pada amplep sebagaumana

dimaksud pada huruf a dengan:
1. NFWF;
2. jenis SPT;

3. Masa,/Tahun Pajak; dan
4, status SPT;
dan
¢, harus menyediskan informasi pada tanda bukt
pengiriman surat sebagaimana dimaksud pada
huruf &, yang sekurang-kurangnya memuat:
1. nama dan NFWP,;
2. jenis SPT; dan
3. Masa/Tahun Pajak.
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Dalam hal SPT dengan status Lebih Bayar disampaikan
melalui pos, jasa ckspedisi, atau jasa kurir, dengan bukti
pengiriman surat sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
Wajib Pajalt harus menggunaksn layanan pengirimsn
khusus schingga SPT diterima KPP selambat-lambatnya

3 (tiga} hari setelah tanggal pada tanda bukti pengiriman
surat.

BABV
TATA CARA PENERIMAAN SPT

Bagian Kssatu
Pengecelan Validitas NPWP dan Penelitian SPT

Pasal 11
Terhadap SPT vang disampaikan Wajib Pajak dengan
cara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, dilakukan
pengecekan validitas NFWP.
NPWP dinvatakan valid dalam hal NPWP wyang tertera
pada SPT telah sesuai dan tersedia dalam sistem
informasi Direktorat Jenderal Pajak.,
Dalam hal NPWP yang tertera pada 8PT dinyatakan tdak
valid, Wajib Pajak harus terlebih dahuli mendaftarkan
diri untuk memperoleh NPWP sesuai dengan ketentuan
perundang-undangan perpajakean.
Dalem hal NFWP vang tertera pada SPT dinyatakan valid,
atas SPT yang disampaikan Wajib Pajak dilalaikan
Penelitian SPT.

Pasal 12
Penelitian SPT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11
ayat [4) dilakukan untuk memastikan SPT telah
memennuhi ketentuean sebagal bernkut:
a, SPT ditandatangani oleh Wajib Pajak sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang
KUF;
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b.  BPT disampaikan dalam bahasa Indonesia dengan
menggunakan satuan mata uang selain Rupiah,
terhadap Wajib Pajak yang telah mendapatikan izin
Menteri Keuangan untuk menvelenggarakan
pembukuan dengan menggunakan bahasa asing dan
dengan mata nang selain Rupiah;

c. SPFT diis: dengan lengksp dan sepenuhnyva dilampin
keterangan dan/atau dobumen yang dipersyaratican;

d. SPT Lebih Bayar disampaikan dalam jangks wakta
3 {tiga) tahun setelah berakhirnya Masa Pajak,
Tahun Pajak, atau Bagian Tahun Pajak dan telah
ditegir secara tertulis; dan

e. EPT disampaikan sebelurn Direktur Jenderal Pajak
melakukan Pemeriksaan, Pemeriksaan Bukt
FPermulaan secara terbulea, ataun menerbitlkkan surat
ketetapan pajak.

Terhadap SPT Pembetulan, sclain dilaltulan penelitian

sebagaimana dimaksud pada ayar (1), juga dilakukan

penelitian atas pemenuhan ketentuan sebagei berikut:

a. pembetulan atas SPT yang menyataken rugi harus
disampaiken paling lama 2 (dua) tahun sebelum
daluwarsa penctapan; dan

b. pembetulan atas SPT Tahunan karsna Wajib Pajak
menerima surat ketetapan pajak, Surat Kepumisan
Keberatan, Surat Keputusan Pembetulan, Putusan
Banding, atau Putiusan Peninjavan Kembali Tahun
Pajek sebelumnya atau beberapa Tahun Pajak
sebelumnya, yvang menyatakan rugl fiskal yang
berbeda dengan rugl fiskal yeng  telah
dikompensasikan dalam SPT Tahunan yang akan
dibetuilkkan tersebut, pembetulan disampaikan dalam
jangka waktu 2 (tiga) bulan sctelah menerima Surat
Ketetapan Pajak, Surat Keputusan Keberatan, Surat
Keputusan Pembetulan, Putusan Banding, atau
Putusan Peninjauan Kembali
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Dalam hal SPT disampaikan dalam bentuk dokumen
eleltronik, peneliban terhadap penandatanganan SPT
gsebagaimana dimaksud pada syat (1) huruf a dilakukan
dengan memastikan adanya:

a. tanda tangan biasa pada induk SPT yang dicetak;
atau

b. tanda tangan digital.

Tanda tangan digital sebagaimana dimaksud pada

ayat (3) huruf b dapat dilakukan dengan menggunaken.

a. Sertifikat Elektronik;

b. kode verifikasi yvang dikirimkxan olch Direktorat
Jenderal Pajalk; atau

¢c. tanda tangan elelctronik lainnya yang ditentukan
Direktorat Jenderal Pajak.

Berdasarkan penelitian sebagaimana dimaksud pada

ayet (1) kuraf ¢, SPT dinyatakan tidak lengkap dalam hal:

g, terdapat elemen SPT Induk yang diisi tidak lengkap;

b. Lampiran "Daftar Pemotongan/Pemungutan yang
Dipotong Pihak Lain atau Ditanggung Negara, Daftar
Harta dan Kewajiban Pada Alkhir Tahun dan Daftar
Susunan Anggots Keluarga' dalam SPT Tahunan
Orang Pribadi dilampirkan tetapi diisi tidak lengikap;

c. Lampiran 'Daftar Pemegang Saham/Pemilil Modal
dan Daftar Susunan Pengurus dan Komisaris" dalam
SPT Tahunan Badan dilampirkan tetapi diisi tidak
lengkap,

d. Lempiran Khusus dalam SPT Tahunan Badan
dilampirkan tetapi diisi tidak lengkap;

e. SPT yang ditandatangani oleh lkuasa Wajib Pajak
tetami tidak dilampirkan dengan Surat Kuasa
Khusus dan dokumen yang harus dilampirkan
gsesual  dengan peraturan perundang-undangan
perpajakan;

f  SPT Tahunan Orang Pribadi yang ditandatangani
oleh ahli waris tetapi tidak dilampirkan dengan
Surat Keterangan Kematian darl instansl yang
berwenang;
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E. SPT dengan status Kurang DBayar tetapi tidalk
dilampirkan Surat Setoran Pajek (SSP) atau sarana
administrasi lain yang disamakan dengan SSP; dan

h. kcterangan den/atau dokumen yang dipersyaratkan
sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan
Direktur Jenderal ini belum  sepenuhnya
dilampirkan pada penyampaian SPT Tahunan atau
SPT Masa.

Kewajiban penyvampaian keterangan dan/atan dokumen

sebagaimana dimaksud pada ayat (1] huraf ¢

dikecuslikan bagi SPT Tahunan 17708 dan SPT

Tahunan 177058 dengen status Nihil atau Kurang Bayar

vang disampaikan melalui e-Filing.

Keterangan den/atau dokumen sebagaimana dimaksud

pada ayat (1] huruf ¢ yang berupa SSP atau sarana

administrasi lain vang disamakan dengan SSP dianggap
telah disampaikan dalam hal:

a, SPT disampailkan melalui e-Filing; dan

b, Nomor Transaksi Penerimaan Negara pada SSP atau
saransa administrasi lain yang disamakan dengan
SSP telah dicantumkan dalam SPT.

Bagian Kedua
Penerimazn SPT Melalui e-Filing

Pasal 13
Atas penyampaian SPT melalui e-Filing sebagaimana
dimaksud dalam Pasal & huruf a, dilakuakan:
a., proses pergecekan validitas NFWF sebagaimeana
dimaksud dalam Pasal 11;
b, peneliian  SFPT sebagaimana dimalksud dalam
Pasal 12 avat [1}; dan
= peneliian SPT sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 12 ayat (2), dalam hal S3PT Pembetulan.
Proscs pengecekan  validitas  NFWP sebagaimana
dimaksud pada ayat{l}] hurf a dilakukan secara
otomatis melalui sistem pada saluran penyampaian SPT
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melalui e-Filing sebagaimana dimaksud pada Pasal 7

ayat (1].

Penelitian SPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

dapat dilakukan:

a. Ssecara otomatis melalui sistem informasi Direlctorat
Jendersl Pajak; dan

b. oleh KPP tempat Wajib Pejak terdaftar.

Dalam hal berdasarkan penelitian SPT sebspgaimana

dimalkesud pada ayat (3) huruf a diperoleh hasil:

a. NPWPvalid:

b. 8PT memenuhi ketentuan sehagaimana dimakesud
dalam Pasal 12 ayat (1); dan

¢. SPT memenuhi ketentuan sebagaimans dirmaksud
dalam Pasal 12 ayai (2}, dalam hal 8PT Pembetulan,

kepada Wajib Pajak diterbitkan Bukt Penerimasn

Elektronile.

Dalam hal berdasarkan penelitian SPT sebagaimana

dimaksud pada avat (3) buruf a tidak diperoleh hasil

sebagaimana dimsksud pada ayat (4), kepada Wajib

Pajak tidak diterbitkan Bukti Penerimaan Elektronik.

Pagal 14

Terhadap SPT yang diterima melalui laman penyalur SPT
Elekironik sebagaimana dimaksud dalam Pagal 7 ayat (1)
huruf b, tanggal dan Buktl Penerimaan Elelktronik yang
diterbitican laman penyalur SPT Elektronik dianggap
sebagai tangpral den bukt penerimaan SPT sepanjang SPT
terssbuit telah lengkap dan dapat diterima sistem
informasi Direkrorat Jenderal Pajak.

Sistemn informasi Direlktorat Jenderal Pajak sebagnimana
dimaksud pada avet (1) melakukan pengecekan validitas
NPWP sebagaimana dimsksud delam Passl 13 ayat (2)
dan peneliian SPT scbagaimana dimaksud dalam
Pasal 13 ayat (3] hurnaf & dan memberitahukan kepada
penyalur SPT Elektronik menpgenai:

a. SPT dapat diproses dan dilcrima oleh sistem

informasi Direlctorat Jenderal Pajak;
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b. SPT harus diunggah kembali, dalam hal SPT tidak
dapat diproses sistem informasi Direktorat Jenderal
Pajal; atan

c. SPT ditolak, dalam hal berdasarkan penelitian SPT
tidak diperoleh hasil sebagesimana dimaksud dalam
Pasal 13 ayat (4).

Pengunggahan kembali 8PT sebagaimana dimaksud pada

ayat (2] huruf b harus dilakukan dalam jangka waktu

3 (tiga] hari sejak pemberitabuan disampaikan

sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

Dalam hal Wajib Pajak tdak melakukan pengunggahan

kembali dalam batas waktu sebagaimana dimaksud pada

ayat (3}, tanggal dan bukti penerimean SPT yang
gsebelumnya telah diterbitkan tidak berlaku sebagai
tanggal dan bukt penerimaan SPT.

Pasal 15

Berdasarkan peneliian SPT yang dilakuken KPP

sehagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (3) huruf b,

KPP dapat:

a. menerbitkan Surat Permintsan Kelengkapan SPT
dalam hal SPT e-Filing tidak memenuhi ketentuan
sehagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1)
huruf ¢; atau

b. menerbitkan Surat Pemberitahuan SPT Dianggap
Tidak Disampaikan dalam hal SPT e-Filing:

1. tideak memenuhi ketentuan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1} huraf a,
huruf b, huruf d, atau huraf e; atau

2. tidak memenuhi Lketentuan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) hurul a,
huruf b, huraf d, atau huruf e, atau Pasal 12
ayat {2), untuk SPT Pembetulan.

Pemerbitan Surat Permintaan Kelengkapan SPT

sebagaimana dimaksud pads gyat (1) huruf a, dapat

dilakukan dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) har
setelah tangpal pada Bulkti Penerimaan Elektronik.
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Dalam hal permintaan kelengkapan dilaloulkan atas SPT

Lebih Bayar dengan permchonan pengembalian

pendahuluan kelebihan pembayaran pajak, penerbitan

Surat Permintaan Kelengkapan SPT dilaksanakan dalam

jangka waktu yang lebih dahulu antara batas walctu

penyelesaian permohonan pengembalian pendahuluan

kelebinan pembayaran pajak dan jangka wakfu

sebagaimana dimalesud pada ayat (2).

Dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari setelah tanggal

Surat Permintaan HKelengkapan SPT diterbitkan, Wajib

Pajak harus menyvampaiken kelengkapan SPT dalam

bentuk Portable Document Format (PDF) atau format

lainnya wvang ditentukan Direktorat Jenderal Pajak

dengan cara:

a. diunggah melalui e-Filing;

b. disampaikan langsung ke TPT KPP tempat Wajib
Pajak terdaftar;

c. disampaikan melalui pos dengan bulkti
pengiriman surat; atau

d. disampaikan melalui perusahasn jesa ekspedisi
atan jasa kurir dengan bulkti pengiriman surat.

Atas penyampaisn  kelengkapan SPT  sebagaimana

dimaksud pada ayat ([4), KPP meneliti kesesuaian

kelengkapan SPT yang disampaikan Wajib Pajak dengan

Surat Permintaan Kelengkapan SPT.

Atas penyvampaian kelengkapan SPT schagaimana

dimaksud pada ayat (4] hurul a, kepada Wajib Pajak

diberilcan Bulkt! Penerimaan Elektronik,

Atas penyampaian kelengkapan SPT sebagaimana

dimalksud pada ayat (4] huruf b yang telah sesuai dengan

Surat Permintaan Kelenglapan SPT, kepada Weajib Pajak

diberikan bukt penerimaan kelengkapan SPT.

Tanggal dan bukti penyampaian lkelengkapan SPT

sebagaimana dimaksud dalam:

a. Bukt Pencrimean Elektronik sebagaimana
dimaksud pada ayat (5); atau
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b. bukti pengiriman surat sebagaimans dimaksud pada
ayat {4] huruf ¢ dan huruf d,

merupakan tanggal dan bulti penerimaan kelenglkapan

SPT sepanjang kelengkapan SPT telah sesuai dengan

Surat Permintaan Kelengkapan SPT.

Tangwal pada buktl penerimasn kelengkapan SPT

sebagaimana dimeksud pada avat (7) dan ayat (8)

dianggap sebagai tanpgal penerimaan SPT.

Dalam hial Wajib Pajak:

a. tHdak menyampailean kelengltapan SPT dalam jangks
waktu sebageimana dimaksud pada ayat (4); atau

b. menyampaikan kelengkapan SPT namun tidak
segual dengan Surat Permintaan Kelengkapan SPT,

kepada Wajib Pajak diterbitkan Surat Pemberitahuan SPT

Dianggap Tidak Disampaikan,

Pasal 16

Dalam hal setelah batas waktu penerbitan Surat
Permintaan Kelengkapan SPT scbagaimana dimaksud
dalam Pasal 15 ayat (2) ditermukan adanya keterangan
dan/atau dokumen yang dipersyaratkan sehagaimana
dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huraf c, KPP tidak
dapat menerbitiean Surat Permintaan Kelengkapen SPT;
Atas SPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kepada
Wajib Pajak dapat diberikan himbauan pembetulan SPT.
Dokumen berupa:
a. Dukti Penerimaan Elektronik;
b. Surat Permintasn Kelanglapan SPT, dan
c. Surat Pemberitahuan SPT  Dianggap Tidak

Disampaikan,
dituat dengan menggunaksn format sesual dengan
contoh tercantum dalam Lampiran [ yang merupakan
hagian tidak terpisshkan dari Peraturan Direlktur

Jenderal ini.
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Bagian Kefiga
Penerimaan SPT Secara Langsung

Pasal 17

Terhadap SPT vyang disampaikan dengan cara
langsung sebapsimana dimeaksud dalam Pasal 6 huruf b,
petugas penerima SPT melakukan:

&.

proses pengecekan validitas NPWFP  sebagaimane
dimaksud dalam Pasal 11;

penelitian  SPT sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 12 ayat (1); dan

penelitian  SPT  sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 12 ayat (2), dalam hal SPT Pembetulan.

Selain penelitian sebagaimena dimaksud pada ayat (1)
huruf b, petugas penerima SPT juga meneliti pemenuhan
kriteria sebagai berilnat:

&

b.

SPT belum pernah disampailkan;

bagi Wajib Pajesk wyang memenubi ketentuan
kewajiban penyampaian SPT dalam bentuk dokumen
elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4,
tidak menyampaikan SPT dalam bentuk formulir
kertas (hard copy);

dalam hal SPT disampaikan dalam bentuk dokumen
elektroniiz, induk SPT yang dicetak dan
ditandatangani sesuai dengan induk SPT dalam
media penyimpanan elekironilk;

dalam hal SPT disampaikan dalam bentuk dolkumen
eleletronile, SPT dimaksud dapat diproses pada
sistem informasi Direktorat Jenderal Pajak;

SPT Pembetulan disampaikan dalam bentuk
dolkumen elektronik, dalam hal SPT sebelumnya
disampaikan dalam bentuk delkumen elektronik; dan
bukan termasuk Wajib Pajak yang memenuhi
ketentuan kewajiban penyampaian SPT e-Filing
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3.
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Dalam hal berdasarkan kegiatan penerimaan SPT

sebagaimana dimaksud pada ayst (1) dan ayat (2),

diperoleh hasil:

&  NPWP valid;

B. S8PT memenuhi ketentuan sehagaimang dimaksud
calam Pasal 12 ayat (1);

¢. SFT memenuhi ketentuan sebagaimana dimalksud
dalam Pasal 12 ayat (2], dalam hal SPT Pembetulan:
dan

d. memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud pada
ayat (2},

petugas penerima SPT memberikan Bulkti Penerimaan

Surat.

Dalam hal SPT vang disampaikan secara langsung tidak

mementuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) dan avat (2), petugas penerima SFT

mengembalikan SPT kepada Wajib Pajak.

Bukti Penerimasn Surat scbagaimana dimaksud pada

ayat (3] dibuat dengan menggunakan format sesuai

dengan contch tercantum dalam Lampiranlll yang

merupakan bagian tidak terpisahkan dar Peraturan

Direktur Jenderal ini.

Pagal 18

Dalam hal di kemudian hari ditemukan adanya
keterangan dan/atan dokumen yang dipersyaratkan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) hurof c,
namun belum dilampirkan pada SPT yang telah diberikan
Bukti Penerimaan Surat, KPP tidak dapat menerbitkan
Surat Permintaan Kelengkapan SPT.

Atas SPT sebapaimana dimaksud pada ayat (1), KFP
dapat menerbitkan himbauan pembetulan SPT.
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Penerimaan SPT Melalui Pos, Jasa Ekspedisi, atau Jasa Kurir,
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dengan Bukti Pengiriman Surat

Pasgal 19

Atas BPT veng disampaikan melalui pos dengan buled
pengitimean surat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5
huruf ¢, atau jasa elkspedisi dan jasa kurir dengan buletd
pengiriman surat sebagaimena dimaksud dalam Pasal 6
buraf d, petugas penerima S8PT melaltukan:

a.

proses pengeceltan validitas NPWP sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 11;

penelitian  SPT sebapaimana dimaksud dalam
Pasal 12 ayat (1); dan

penelitian  SPI  sebagamana dimaksud dalam
Pasal 12 avat (2), dalarm hal SPT Pembetulan.

Selgin penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

huruf b, petugas penerima SPT juga meneliti pemenuhan
kriteria sebagei berikut:

a.
b,

C.

isi amplop merapakan SPT;

SPT belum pernah disampaikan;

bagi Wajib Pajak yang memenuhi ketentuan
kewajiban penyampaian SPT dalam bentuk dokumen
clektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4,
tidale menyampailkan SPT dalam bentuk formulir
kertas (hard copy);

dalam hal SPT disampaikan dalam bentule dokumen
elektronik, induk SPT yang dicctak dan
ditandatangani sesuai dengan induk SPT dalam
media penyimpanan elektronilk;

dalam hal SPT disampaikan dalam bentuk dokumen
elektronik, SPT dimaksud dapat diproses pada
sistem informasi Direktorat Jenderal Pajak;

SPT Pembetulan disampaikan dalam bentuk
dokumen elektronik, dalam hal SPT sebelumnya
disampaikan dalam bertuk dokumen elektronik; dan
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g bukan termasuk Wajib Pajak wang memenuhi
ketentuan kewajiban penyampaian SPT  e-Filing
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8.

Dalam hal berdasarkan kegiatan penerimsan SPT

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2),

diperoleh hasil:

a. NPWP valid;

b. SPT memenuhi ketentusn sebagaimana dimalsud
dalam Pasal 12 ayat (1);

¢, SPT memenuhi ketentuen sebagaimana dimalksud
dalam Pasal 12 ayat (2], dalam hal SPT Pembetulan;
dan

d. memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud pada
ayat (2],

tanda bukti dan tanggal penginmsan pada bukt

penpgiriman surat dianggap sebagai tanda buldd dan

tanggal penerimaan SPT.

Petugas penerima SPT menerbitkan Surat Pemberitahuan

EPT Dianggap Tidak Disampaikan dalam hal:

a. SPT tidak memenuhi ketentuen sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf 8, hurof b,
huruf d, dan/atau hurul e; atan

b. SPT Pembetulan tidak memenunhi ketentuan
sehagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1)
huruf a, hurafl b, huruf d, dan/atau huruf e serta
Paszl 12 ayat [2).

Dalam hal SPT tidak memenuhi leetentusn sebagaimana

dimeksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf c, petugas

penerima  SPT  menerbitken  Surat  Permintaan

Kelenglapan BPT.

Dalam hal SPT tidak memenuhi kriteria sebagaimana

dimaksud pada ayat [2], petugas penenima SPT

mengembalikan amplop SPT beserta isinya dan
menerhitkan Surat Pemberitahuan Status Penyampaian

SPT yang menyatakan tanda buktl penginman surat

tidalk berlalcu sebagal bukti penerimaan SPT.



(1)

(2]

(3}

14

(5]

(&)

7.

Pasal 20
Penerbitan Surat Permintaan  Kelengkapan SPT
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (5) dapat
dilakukan KPP dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari

setelah tangpal yang tercantum dalam bukn pengiriman
SPT.

Wajib Pajak harus menyampaikan kelengkapan SPT

berdasarkan Surat Permintzan Kelengkapan SPT

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam jangka

walktu 30 (tiga puluh)] hari terhitung setelah tanggal Surat

Permintaan Kelengkapan SPT, dengan cara:

a. langsung lce TPT KPP tempat Wajib Pajak terdafiar;

b. melalii pos dengan bukti pengiriman surat; atau

¢. melahyl perusahean jasa ekspedisi atau jasa
leurir dengan bukti pengiriman surat.

Atas penyvampeian kelengkapan S8SPT sebagaimana

dimeksud pada avat (2], KPP meneliti kesesuaian

kelengkapan SPT yvang disampaiken Wajib Pajak denpgan

Surat Permintaan Kelengkapan SPT.

Atas penyampajan lkelengkapan SPT  secbagaimana

dimaksud pada ayat (2} huruf a yang telah sesuai dengan

Surat Permintaan Kelengkapan SPT, kepada Wajih Pajak

diberikan bukti penerimaan kelenglapan SPT.

Tanggal dan bukti pengiriman surat secbagaimana

dimaksud pada ayat (2) huruf b dan huruf ¢, merupakan

tanggal dan bukt penerimaan kelengkapan SPT

sepanjang kelengkapan SPT telah sesuai dengan Surat

Permintaan Kelengkapan SPT.

Tanggal pada buktd penerimaan kelengkapan SPT

sebagaimana dimaksud pada ayat (4] dan ayat (5)

dianggap sebagai tanpggal penerimaan SPT.

Dalam hal Wajib Pajalc:

a. tidak menyampaikan kelengkapan SPT dalam jangks
waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2); atau

b. menyampaikan kelengkapan SPT namun tdak
sesuai denpan Surat Permintaan Kelengkapan SPT,

kepada Wajib Pejak diterbitlan Surat Pemberitahuan SPT

Dianggap Tidak Disampaikan.



(1)

]

(3

(1)

(2]

(1)

- 05 -

Pasal 21

Dalam hal setelah batas wakiu penerbitan Surat
Permintaan Kelengkapan SPT scbagaimana dimaksud
dalam Pasal 20 ayat (1) ditemukan adanya keterangan
dan/atau dokumen yang dipersyaratkan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf c, KPP tdak
dapat menerbitkan Surat Permintaan Kelengkapan SPT,
Atas SPT sebagaimana dimalesud pada ayat (1), KPP
dapat menerbitkan himbauan pembetulan SPT.
Dokumen berupa:
a. Surat Permintaan Kelengkapan SPT;
b. Surat Pemberitahuan Status Penyampaian SPT;
c. Surat Pemberitahuan SPT Dianggap Tidak

Disampaikan,
dibuat dengan mengpunakan format sesuai dengan
contoh tercantum dalam Lampiran Il yang merupakan
bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Dircktur

Jenderal ini.

BAB VI
PENGOLAHAN SFT

Pasal 22
Terhadap SPT vang disampaikan dalam bentuk kertas
dan telah diberikan Bukti Penerimaan Surat, dilalulkan
perekaman isi SPT.
Perckaman isi SPT dilakukan oleh KPP atau UPDDF yang
menjadi mitra Kantor Pelayanan Pajak sesuai dengan
ketetapan Direktur Jenderal Pajak.

Pasal 23

Apabila di kemudian hari diketahui:

a. SPT tidak ditandatangani oleh Wajib Pajak
sehagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1)
Undang-Undang KUP;

b. SPT disampaikan dalam bahasa Indonesia dengan
menggunakan satuan mata uang selain Rupiah,
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tethadap Wajib Pajak yang belum mendapatkan izin
Menteri Keuangan untuk menyelenggarakan
pembukuan dengan menggunakan behasa asing dan
dengan mata uang selain Rupiah;

c. SPT disampaikan dalam bahasa Indonesia dengan
menggunakan satuan mata usng Rupizh, terhadap
Wajib Pajak yang telah mendapatkan izin Menteri
Keuangan untuk menyelenggarakan pembukuan
dengan menggunakan bahasa asing dan dengan
mata uang sslain Rupiah,;

d. SPT yang menyatakan Lebih Bayar disampaikan
setelah 3 (Hga) tahun sesudah berakhirnya bagian
Tahun Pajak ateun Tahun Pajek, dan Wajib Pajak
telah ditegur secara tertulis;

e. SPT disampaikan setelah Direktur Jenderal Pajak
melalukan  pemerilespan, pemeriksaan  bukt
permulaan secara terbuka, atau menerbitkan surat
ketetapan pajak;

f. SPT Pembetulan yang menyatakan rugi disampaikan
melewati jangka waktu 2 (dua) tahun sebelum
daluwarsa penetapan; atau

g. pembetulan atas SPT Tahunan karena Wajib Pajak
menerima surat ketetapan pajak, Surat Keputusan
Keberatan, Surat Keputusan Pembetulan, Putusan
Banding, atau Putusan Peninjauan Kembali Tahun
Pajak sebelumnya atau beberapa Tabun Pajalk
sebelumnys, yang meényatakan rugl fiskal yang
berbeda dengan rugi fiskal yang  telah
dikompensasikkan dalam SPT Tahunan yang akan
dibstullkan tersebut, tidak disampaikan dalam
jangka walkti 3 [tige) bulan setelah menerima Surat
Ketetapan Pajak, Surat Keputusan Keberatan, Surat
Keputusan Pembetulan, Putusan Banding, atau
Putusan Peninjauen Kembali,

KPP dapat menerbitkan Surat Pemberitahuan SPT

DHanggap Tidak Disampaikan.
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Dalam hal Surat Permintaen Kelengkapan SPT telah
dikirimkan sesuai dengan aslamat Wajib Pajak pada
sistem informasi Direktorat Jenderal Pajak namun surat
tersebut tidak sampai kepada Wajib Pajak dan diterima
lkembali gleh KPP, KPP  menerbitkan Surat
Pemberitahuan SPT Dianggap Tidak Disampaikan dan
mengumumkennya di TPT KPP,
Dalam hal:
d. Surat Pemberitahuan Status Penvampaian SPT; atau
b. SBurat Pemberitahuan SPT Dianggap Tidak
Disampaikan,
telah dikirimlan sesuai dengan alamat Wajib Pajak pada
sistem informasi Dircktorat Jenderal Pajek namun surat
tersebut tidak sampai kepada Wajib Pajak dan diterima
kembali cleh KPP, KPP mengumumkan daftar surat
dimaksud di TPT KPP.

BAB VII
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 24

SPT Lebih Bayar yang disampaikan oleh Wajib Pajak

dianggap tdak terdapat lelebihan pembayaran pajak,

dalam hal:

a. Status Lebih Bayar delam SPT tersebut disebablaan
karera perbedaan pembulatan penghitungan pajak
dalam sistem informasi Direktorat Jenderal Pajak;
den/atau

L. SPT Lebih Bayar tersebut disampaikan oleh aparatur
sipil negara, anggota Tentara Masional
Indonesia/Polisi Republik Indonesia, dan pejabat
negara yang mementihi ketentuan sebagad beriloat:

i, menerima penghasilan hanya dari bendahara
gaji instanel vang bersangkutan; dan

2. kelebihan pembayaran pajal tersebut berasal
dari perhitungan Pajak Penghasilan terutang
menurit Wajib Pajak lebih kecil daripada Pajak
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Penghasilan Pasal 21 terutang berdasarkan
bulci pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21
[1721 A%,

() Atas SPT Lebih Bayar sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) tidak dapat diajukan permohonan pengembalian
kelebihan pembayaran pajak sebagaimana diatur dalam
peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan.

Pasal 23

Dalam hal 8PT yeng disampaikan Wajib Pajak melaluai:
a. e-Filing,
D. pos dengan bulti pengirfiman surat; atau
c. perusahaan jasa  ekspedisi  atau  jasa  lurir

dengan bukti pengiriman surat,
merupakan SPT dengan status Lebih Bayar dengan
permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak,
jangka walkt: penyelesaian permohonan pengembalian
dihitung sejak tanggal 8PT diterima lengkayp.

BAB VIII
EETENTUAN PERALIHAN

Pasal 26

(1) Atas SPT e-Filing vang diterima dalam jangka waltu
3 (tiga) bulan sebelum berlalounya Peraturan Direletur
Jenderal ini, dapat dilakukan permintaan kelengkapan
SPT dalam jangka wakiu 20 (Hga pulah) hari setelah
berlakunya Peraturan Direktur Jenderal ini.

(2] Kewajiban penyampeian SPT e-Filing sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 8 berlaku dalam hal jenis SPT
vang diwajibkan terscbut telah dapat disampaikan
melalui laman DJP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7
ayat (1) huruaf a.



BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 27

Pacg saat Peraturan Direktur Jenderal ini mulai berlalaa:

1. Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor
KEP-215/PJ/2001 tentang Tata Cara Pererimaan Surat
Pemberitahuan;

2. Peraturan Direktur Jenderal Nomor PER-179/PJ/2007
tentang Tempat Lain yang Dapat Digunakan Untulk
Menerima Surat Pemberitahuan Direktur Jenderal Pajak
sebapaimana telah diubah dengan Peraturan Direktur
Jenderal Pajek Nomor PER-11/PJ/2009;

3. Peraturan Direktur Jenderal Pajak Momor
PER-2/PJ/2011 tentang Tatae Cara Penerimean Surat
Pemberitahuan Masa PPN sebagaimana telah diubah
dengant Peraturan Direktar Jenderal Pajak Nomor
PER-21/PJ/2013;

4. Peraturan Direltur Jenderal Pajak Nomor

PER-01/PJ/2016 tentang Tata Cara Penerimaan dan

Pengolzhan SPT Tahunan; dan

Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor

PER-01/PJ/2017 tenlang Penyampaian SPT Elskironik,

n

dicabul dan dinvatakan tidak berlaku.

Pasal 28
Peraturan Dircktur Jenderal ini mulai berlaku pada tanggal
ditetapkan.

Ditetaplkan di Jakarta
pada tanggal 23 Januari 2019
Salinan sésuai dengan aslinya
SEKRETARIS DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
—— u.b.
KEPAL%: BAGIAN ORCANISAS] DAN TATA LAKSANA, b,
¥ 5 i ROBERT PAKPAHAN
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